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Paparan Sosialisasi

PERATURAN GUBERNUR NO. 18 TAHUN 2024

tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil
sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas

Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta

disampaikan dalam kegiatan Peningkatan Pemahaman Peraturan di Bidang Kepegawaian

Gedung Dinas Teknis, JI. Abdul Muis Lantai 2
Jakarta, 18 November 2024
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Nama . Finky Sudradjat

Pangkat/Gol. Ruang : Pembina (IV/a)

Jabatan : Analis SDM Aparatur Ahli Madya
Unit Kerja : Bidang Jabatan dan Kepangkatan
Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi DKI Jakarta
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LATAR BELAKANG

- Untuk menyesuaikan materi muatan terkait kewenangan Pelaksana
Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt) dengan ketentuan UU No. 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Permen PANRB No.
22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil.

**Kewenangan, meliputi: Atribusi, Delegasi dan Mandat.

(saat ini Bidang Pensi BKD sedang menginisiasi penyusunan Pergub tentang Pendelegasian Kewenangan)

Atribusi: pemberian kewenangan kepada Badan danfatau Pejabat Pemerintahan oleh UUDRI 1945 atau UU.

Delegasi: pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/fatau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan

tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
Mandat: pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan

tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
**Penugasan PNS sebagai PLH dan PLT merupakan salah satu bentuk perencanaan dan pengembangan karier, dan penugasan khusus.

 Guna menjamin tertib administrasi dalam penugasan Plh dan PIt,
diperlukan penggantian Peraturan Gubernur No. 71 Tahun 2011 yang telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur No. 28 Tahun

2013.

**Tertib administrasi untuk mengisi kekosongan dalam jabatan dan mendukung percepatan Program Pembangunan, Pelayanan Publik, serta Kegiatan Strategis Daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi DKl Jakarta
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DASAR HUKUM

1. UU Nomeor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai
Ibukota NKRI

2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terakhir diubah dengan
UU Nomor 6 Tahun 2023.

3. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terakhir diubah
dengan UU Nomor 6 Tahun 2023.

4. UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

5. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, diubah dengan PP Nomor 17
Tahun 2020.

6. Permen PANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi
ke Dalam Jabatan Fungsional.

7. Permen PANRB Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil.
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DEFINISI OPERASIONAL

Pasal 3 dan 4

« Pelaksana Harian:

adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas
jabatan manajerial dan jabatan non manajerial dalam hal terjadi kekosongan
karena berhalangan sementara.

* Pelaksana Tugas:

adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan manajerial dan
jabatan non manajerial dalam hal terjadi kekosongan karena berhalangan tetap.

>
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RUANG LINGKUP

(Pasal 2)

Ruang lingkup jabatan yang dapat diisi oleh pelaksana harian dan pelaksana tugas, meliputi:

B. Jabatan Nonmanajerial

A. Jabatan Manajerial

Jabatan Pimpinan Tinggi Utama
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Jabatan Administrator

Jabatan Pengawas

** Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki
fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang
berkedudukan langsung dibawahnya untuk mencapai tujuan
organisasi (ayat 7 Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2023)

>
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Ketua Kelompok

Ketua Subkelompok
Kepala Sekolah

Kepala Puskesmas, dan

Jabatan Nonmanajerial lain yang
diberikan tugas tambahan untuk
memimpin UPT Daerah

** Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan
kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki
tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai
(ayat 8 Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2023)
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PELAKSANA HARIAN

(Pasal 3)

« adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan
manajerial dan jabatan non manajerial dalam hal terjadi kekosongan karena berhalangan

sementara.

« Berhalangan sementara terjadi karena:
1. Menjalani cuti selain cuti diluar tanggungan negara (CLTN) selama 3 hari atau lebih.

2. Mengikuti Diklat lebih dari 3 hari.
3. Dibebaskan sementara dari jabatan karena dalam proses pemeriksaan hukuman

disiplin berat; atau
4. Melaksanakan penugasan yang mengakibatkan ybs tidak dapat melaksanakan tugas

rutinnya.
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PELAKSANA TUGAS e

(Pasal 4)

« adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan manajerial dan jabatan non
manajerial dalam hal terjadi kekosongan karena berhalangan tetap.

« Berhalangan tetap terjadi karena:

Meninggal dunia.

Pensiun.

Mengundurkan diri dari jabatan.

Diberhentikan sementara sebagai PNS.
Menjalani CLTN.

Menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan.
Ditugaskan secara penuh di luar jabatan definitif.
Mutasi; atau

Promosi.
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@BKD i TATA CARA PENUGASAN & JQBE.GQ
(Pasal 5s.d9)

Waktu penugasan Paling singkat 3 hari kerja  Paling lama 3 bulan PLH / PLT berakhir pada saat
pejabat definitif dilantik

2 Kondisi belum diperoleh - Dapat diperpanjang paling PNS dapat ditugaskan
pejabat definitif banyak 1 kali penugasan, sebagai PLT sebanyak 2 kali
untuk paling lama 3 bulan penugasan; untuk paling

lama 6 bulan

Pimpinan Tinggi Madya -
Pimpinan Tinggi Pratama

Administrator

Pengawas

Fungsional, dan

6. Pelaksana

3 Penugasan dapat diberikan
kepada PNS yang
menduduki jabatan

W G DI

4 Persyaratan yang harus 1. Memiliki kompetensi dan kualifikasi dalam bidang tugas 1 tahun sebelum BUP:

dipenuhi yang akan dilaksanakan sesuai dengan syarat jabatan. - Administrator, Pengawas &
2. Memiliki jenjang jabatan setara atau 1 tingkat lebih Pelaksana = 57 tahun
rendah dari jenjang jabatan yang akan ditugaskan. - PPT Madya, PPT Pratama &
3. Berkinerja baik paling singkat 2 tahun terakhir, dan JF Madya = 59 tahun
4. Berusia paling tinggi 1 tahun sebelum BUP dalam _ IF Utama = 64 tahun
jabatan yang ditugaskan.

BerAKHLAK
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TATA CARA PENUGASAN
(Pasal 5 s.d 9)

@ Jakarta

Sukies Jokarta untuk Indansule?

PNS vyang menduduki 1. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama dapat

Jabatan Fungsional dapat ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana

diberikan penugasan, Tugas PPT Madya, PPT Pratama, Pejabat
dengan ketentuan: Administrator, atau Pejabat Pengawas.

2. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama dapat

ditunjuk sebagai Pelaksana Harian PPT Utama

berdasarkan  penugasan dari Menteri yang

Data PNS berdasarkan kelompok mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di
jebutan Fonealons’ bidangnya dan ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas PPT
Ahli Utama: 139 orang Ut ditetankand Keput Prosid

Ahli Madya: 5644 orang ama yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Ahli Muda: 4651 orang 3. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya dapat
Ahli Pertama: 11986 orang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana
Keterampilan: 2334 orang Tugas PPT Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat
Sumber: UPT PDIK BKD, Nov 2024 Pengawas, atau Pejabat Nonmanajerial; dan

4, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda dapat ditunjuk
sebagai Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas
Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau
Pejabat Nonmanajerial.

BerAKHLAK
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PNS yang menduduki jabatan
selain JPT hanya dapat
diberikan penugasan sebagai
Pelaksana Harian atau
Pelaksana Tugas dalam 1 PD/
Biro
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TATA CARA PENUGASAN " "

(Pasal 5 s.d 9)

Proses Penugasan 1. Untuk PPT diproses oleh BKD, dan ditetapkan dalam PD/Biro mengajukan permohonan
surat perintah yang ditandatangani Gubernur atau PLH/PLT kepada Sekda tembusan
pejabat lain yang ditunjuk; lihat lampiran | BKD

2. PD/UKPD memproses penugasan selain PPT, dan PD/UKPD memproses penugasan
ditetapkan dalam surat perintah (sesuai dengan PLH/PLT untuk jabatan Manajerial

kewenangannya; lihat lampiran [) dan Nonmanajerial selain PPT
7 Penyampaian surat SPP PLH/PLT disampaikan kepada Kepala BKD dengan SPP PLH/PLT pada:
perintah  penugasan ketentuan sbb: - PD/Biro disampaikan ke Kabid
(SPP) PLH/PLT (format 1. Penugasan PLH/PLT pada PD/Biro disampaikan melalui  Jampang untuk diverifikasi.
lihat di lampiran 11) Kabid Bidang Jabatan dan Kepangkatan - Kota Adm. (termasuk UKPD, Kec

2. Penugasan PLH/PLT pada Kota Administrasi, UKPD & Kel) disampaikan ke Kepala
tingkat Kota Adm, dan UKPD tingkat Kecamatan/  SBK Kota Adm untuk diverifikasi
Kelurahan pada Kota Adm disampaikan melalui Kasuban _ kap Adm. (termasuk UKPD, Kec
Kepegawaian Kota Adm masing-masing wilayah & Kel) disampaikan ke Kepala

3. Penugasan PLH/PLT pada Kab. Administrasi, UKPD SBK Kota Adm. JakUt untuk
tingkat Kab. Adm, dan UKPD tingkat Kec / Kel pada Kab.
Adm disampaikan melalui Kasuban Kepegawaian
Daerah Kota Adm Jakarta Utara; dan

diverifikasi

BerAKHLAK
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(Pasal 5 s.d 9)

Penyampaian surat 4. SPP PLH/PLT disampaikan paling lama 5 hari kerja; Untuk pemenuhan tertib

perintah  penugasan sejak surat perintah ditetapkan. administrasi di BKD dan SBK,
(SPP) PLH/PLT (format diharapkan agar SPP PLH/PLT
lihat di lampiran 1l) dapat dikirimkan 1 s.d 3 hari kerja

8  Verifikasi dan Validasi SPP PLH/PLT yang telah diverifikasi dan divalidasi diinput ke SPP PLH/PLT diinput oleh UPT

Surat Perintah dalam SIMPEG oleh: PDIK BKD pada PD/Biro, dan SBK
Penugasan PLH/PLT 1. UPT PDIK BKD terhadap SPP Pelaksana Tugas (PLT) pada Kota Adm pada Kota/UKPD
PD/ Biro. tingkat Kota, dan SBK Jakarta

2. Suban Kepegawaian Kota Adm masing-masing wilayah 4404 pada Kota/UKPD tingkat
terhadap SPP PLT pada Kota Adm, UKPD tingkat Kota Kab Adm Kep Seribu
Adm, dan UKPD tingkat Kec/ Kel pada Kota Adm, dan
3. Suban Kepegawaian Kota Adm Jakarta Utara terhadap
SPP PLT pada Kab Adm, UKPD tingkat Kab Adm, dan
UKPD tingkat Kec/ Kel pada Kab Administrasi.

BerAKHLAK
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1. Plh dan Plt memiliki kewenangan yang sama
dengan pejabat definitif, selain kewenangan
untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan
yang bersifat strategis, yang berdampak pada
perubahan status hukum pada:

- Aspek Organisasi dan Alokasi Anggaran,
yaitu:

keputusan dan/atau tindakan yang memiliki
dampak terhadap perubahan rencana
strategis dan rencana kerja pemerintah.

- Aspek kepegawaian, yaitu:

keputusan dan/atau tindakan mengangkat,
memindahkan dan memberhentikan
pegawai.

Catatan:

- Kewenangan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pada jabatan yang
ditugaskan.

- Ka.Kelompok & Kasubkel hanya paraf SKP & Prestasi Kerja, sedangkan
penandatanganan oleh Pejabat Administrator atau Kepala SKPD-nya.

>
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KEWENANGAN e

(Pasal 10-11)

2. Kewenangan PLH dan PLT:

o

T FQa 0 o0

Melaksanakan tugas sehari-hari sebagai pejabat definitif sesuai
ketentuan peraturan per-UU-an.

Melaksanakan tugas sebagai PA/KPA sesuai kewenangan dalam
KEPGUB tentang PA/KPA.

Menyampaikan usul rencana kerja dan Renstra PD/Biro.
Menyampaikan usul penataan PD/Biro dan usul peta jabatan PD/Biro.
Menetapkan SOP.
Melakukan penilaian kinerja pegawai dalam S| TPP/TKD.
Menetapkan SK Gaji Berkala.

Menetapkan Cuti selain CLTN dan Cuti yang akan dijalankan di luar
negeri.

Menetapkan Surat Tugas/Surat Perintah Pegawai.

Menjatuhkan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan.

Menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar
instansi.

. Memberikan tugas belajar/persetujuan mengikuti tugas belajar.

Memberikan izin mengikuti seleksi JPT, dan
Mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi.
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PELAPORAN

(Pasal 12)

1. PLH dan PLT melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur atau
Pejabat yang memberikan penugasan.

2. Pelaporan dilakukan setelah berakhirnya pelaksanaan tugas.

PENUTUP

(Pasal 13-14)

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku

1. Pergub No. 71 Tahun 2011 jo Pergub No. 227 Tahun 2012 jo Pergub No. 28 Tahun 2013
2. Huruf fangka 3 Lampiran Kepgub No. 1165 Tahun 2022

3. Huruf E angka 1 huruf b Lampiran Kepgub No. 551 Tahun 2023

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

—> Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 7 Juni 2024

>
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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
¢ IBUKOTA JAKARTA
icabu -
ang dic NOMOR 71 TAHUN 2011
Ketentuan yat® dak berlaku
inyatakan ti TENTANG
dan diny
TATA CARA PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA
HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS PEJABAT STRUKTURAL
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA PERATURAN GUBERNUR PROVINS| DAERAH KHUSUS
NOMOR 227 TAHUN 2012 IBUKOTA JAKARTA
TENTANG NOMOR 28 TAHUN 2013
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 71 TAHUN 2011 TENTANG TATA TENTANG
CARA PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA HARIAN DAN PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 71 TAH
PELAKSANA TUGAS PEJABAT STRUKTURAL TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI| SIPIL sesﬁgfw !
PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS PEJABAT STRUKTURAL
KEPUTUSAN QGUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS SRS B3R5 R S
IBUKOTA JAKARTA TENTANG
NOMOR 1165 TAHUN 2022 T A A A P Y AR RAr PELCRATETE] T
. HKEKOSONGAN KEPALA PUSKESMAS DAN KEPALA PUSKESMAS PEMBANTLU
TENTANG

. Datam hal Kepals Puskesmas doen/oetmu Kepals Puskosmas Poembantu
2 dlefiniir 'hr.-;-h_nlr::m.n momcntare, dapet ditunjuk pelaksanas harian dengan
kotenounn sobhagad berilut

PEDOMAN PENUNJUKAN KETUA KELOMPOK DAN KETUA SUBKELOMPOK

. 1 T 3 {11 A Heschotan Kota/RKabupston dapar  encgosboan
b Kcm:!"“u h‘:-llﬂ:-liepnlﬂ Puskesmans kepada PNS yang  menduduakl

o o R L
A IS RRLES SR DA ST SRRt M ON 3} fgBaia Puslesnmas Iote, datamm, secs SilRvan Kedel SE, ongang ani
3. Dalam hal penunjukan Ketua Kelompok dan/atau Ketua Subkelompok cada peds Puskesmas bersangicatan atsa delnm aaid wilmbs o s.
yang baru belum ditetapkan, maka pelaksanaan tugas Ketua Kelompok b Mepsla Puskesmes depes menugasien pelslcsss, barien Kesdia
dan/atau Ketua Subkelompok menjadi tanggung jawab Pejabat e T Tk b i g M s
Administrator yang menjadi .atasannya atau Pejabat Pimpinan Tinggi T s 3
masing-masing. 2} Jabatan Fungsional tenogae keschatan paling rendah jenjang shii

Portarme pacln Pusesmas PermBaniil bersangicutan st delaon saiu
wvilaya by ecammnmintan.

>
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A. PERESYARATAN PENGANGHKATAN DALAM JABATAN MANAJERIAL

1. Persysratan Umum Pengangkatan Dalam Jabatan Mansgjerial adalah:

a Berstatus Pegawal Negeri Sipil;

b. PFaling rendah menduduld pangkat 1 (satu] tingikat di bawah jenjang
pangkat yang ditentukan;

c. Memilild lualifikasi dan tingkat pendidikan yvang ditentulan;

d. Semua unsur penilsisn prestasi kerja, paling rendsh bernilai baik
dalam 2 tahun terakhir;

e. Memilild kompstenc] jabatan yang diperiulcan; dan

f. Sehat jasmani dan rohani.

2. Selsin persyaraten umum di atas, Pegawai Negeri Sipil yang akan

diangkat dalam jabatan Mansjerial harus memenuhi persyaratan khusus
yang terdiri dari:
a. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya:

1} Pangkat/golongan Pembina Utama Muda [IV/d);

2} Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S.1), Diploma IV (D.IV)
atsu getara:;

3) Memilild pengsalaman dalam Jabatan Pimpinan Tingsi Pratama
selama 2 [dua) tahun;
4} Memilili pengalaman dalam bidang tugas terkait minimal sslams
7 {tujuh) tahun; dan
5) Usia saat dilantik maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun.
b. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama-
1} Level Jabatan:
a] Eselon Ila:
Pangleat / solongan Pembina Utama Muda [TV /¢);
b! Esslon I.b:
Pangicat/polengan Pembing Utama Tingkat I {IV/b);

2) Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana (5.1), Diploma IV [D.IV)
atau zetars:

Pasal 54 PP No. 11 Tahun 2017 dan

tentang Manajemen PNS

3) Memilild pengalaman dalam Jabatan Administrator atau jabatan

ﬁﬁmmmﬁﬁmmmﬂim
ATl

4) Memiliki pengalamar dalarn bidang tugas terkait minimal 5 lira)
tahun teralkchir; dan
5) Usia zaat dilantilc malesimal 56 (lima puluh enam) tahun.
Jabatan Administrator:
1} Level Jabatan:
a) Esslon IIl.a-
Fangla:/golengan Pembina (IV/al;
b) Eselon Il b:
Fanglcat/golongan Penata Tingkat I (III/d):;

2) Pendidilcan serendah-rendahnya Sarjana (S.1), Diploma IV (C.IV)
ataln setara:

3) Memilild pengsalaman dslam Jabstsn Pengawas atau jabatan
fungsional yang setingkat di bidangnya minimal selama 5 (tiga)
tahun; dan

4} Memilild pengalaman dalam bidang tugac terkait minimal 3 (dea)
tahun terakhir.

Jabatan Pengawas:

1} Level Ezelon:

a} Eselon I'V.a-
Pangleat/golongan Penata ([I/c);

b) Eselom IV.b:
Panglkat/solongan Penata Muda Tingicat I (II1/b);

2} Pendidiksn serendah-rendahnyva Diplomsa 3 atau setara.

3) Memilild pengalaman dalam .Jabatan Pelakeana atau jabatan
mmmlmgseﬁngimtditﬁdanmnmdniml salama 4 (empat)

4} Memilild pengalamsan dslam bidang tugss terksit minimal <
{empat) tahun terakhir.

Lamp | Romawi Il huruf A angka 5
Perka BKN No. 13 Tahun 2002 tentang
Ketentuan Pelaksanaan PP No. 100 Tahun 2000

Tentang Pengkatan PNS Dalam Jabatan Struktural
Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP No. 13 Tahun 2022
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Jabatan Non
Manajerial

Lampiran huruf B
Kepgub No. 1165 Tahun 2022
tentang Pedoman Penunjukan

Ketua Kelompok
dan Ketua Subkelompok

>
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B. KRITERIA KETUA KELOMPOK DAN KETUA SUBKELOMPOK

1.

2.

Setiap PNS yang memenuhi kriteria memiliki kesempatan yang sama
untuk ditugaskan sebagai Ketua Kelompok dan Ketua Subkelompok.

ﬁiteria Ketua Kelompok sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai
rikut:

a. menduduki Jabatan Fungsional Keahlian Jenjang Madya hasil
pPenyctaraan dalam satu Rumpun Jabatan Fungsional;

b. menduduki Jabatan Fungsional Keahlian Jenjang Madya dalam satu
Rumpun Jabatan Fungsional;

c. menduduki Jabatan Fungsional Keahlian Jenjang Muda hasil
penyetaraan dalam satu Rumpun Jabatan Fungsional; atau

d. menduduki Jabatan Fungsional Keahlian Jenjang Muda dalam satu
Rumpun dengan Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Penata
Tingkat I (II1/d).

Kriteria Kectua Subkelompok sebagaimana dimaksud pada angka 1
sebagai berikut:

a. menduduki Jabatan Fungsional Keahlian Jenjang Muda hasil
penyetaraan dalam satu Rumpun Jabatan Fungsional;

b. menduduki Jabatan Fungsional Keahlian paling rendah Jenjang
Muda dalam satu Rumpun Jabatan Fungsional; atau

c. menduduki Jabatan Pelaksana dengan ketentuan sebagai berikurt:

1) :lncmthlu Pnngkatfﬁnléngan Ruang paling rendah Penata (IIl/c);
an
2) memiliki pengalaman tugas paling sedikit 2 (dua) tahun sesuai
bidang penunjukan subkelompok.

Kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 dilaksanakan
berdasarkan skala prioritas.
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Jabatan Non
Manajerial

Kepgub No. 551 Tahun 2023
tentang Tata Cara
Penugasan Kepala Puskesmas
dan Kepala Puskesmas
Pembantu

>
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B. KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
1, Persyaratan:

a. Setiap PNS yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan yang sama
untuk ditugaskan sebagai Kepala Puskesmas.

b. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi:

1) berstatus sebagai PNS; : _
2) memiliki pendidikan di bidang kesehatan paling rendah sarjana S-1
(strata satu) atau D-4 (diploma empat);
3) ?:l?dudduﬁ jabatan fungsional tenaga kesehatan paling rendah jenjang
muda;

4) E}?;léjlhlu pangkat/golongan ruang paling rendah Penata Tingkat I

5) memiliki kemampuan manajemen di bidang l-.:esehatgq masyarakat,

6) memiliki pengalaman kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun;
7) telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas/BLUD; dan

8) memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa.



O BKD { PERMASALAHAN DALAM PENUGASAN PNS G Jdkana

SEBAGAI PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS

PERMASALAHAN SOLUSI DAMPAK

PNS ditugaskan sebagai PLT dalam 1 jabatan yang Agar segera dilakukan penggantian 1. Tidak tertib administrasi

ZallE 2. Kaderisasi atau peningkatan/
pengembangan karier PNS terhambat

__ menyebabkan Membuat surat permohonan untuk 3. Tertib administrasi; pengecualian bagi

penugasan PNS yang sama sebagai PLT lebih dari  dikecualikan (minimal 1 bulan sebelum SKPD/UKPD dengan kekurangan SDM

2 kali penugasan habis masa berlaku PLT nya)

PNS yang ditugaskan PLT melampaui Batasan usia Agar segera dilakukan penggantian 4. Berpotensi menjadi temuan BPK

(dikenakan hukuman/TGR), atau

5. Tidak menerima TPP Tambahan (bagi PLT
pada jabatan manajerial)

6. Menghindari resiko timbulnya
permasalahan hukum diwaktu mendatang

_-I-_l PD/Biro agar menginformasikan ke BKD Proses tanda tangan Perbal SPP PLH oleh Sekda

sering kali terlambat maksimal 3 hari sebelum pelaksanaan memakan waktu, seringkali melewati batas
disampaikan ke BKD waktu penugasan
Pejabat yang menugaskan PLH/PLT tidak sesuai,  Agar segera dilakukan penggantian SPP PLH/PLT dikembalikan dan diperbaiki
misal: PLT Lurah ditandatangani Walikota sesuai ketentuan

Catatan: Saat ini sedang dikembangkan Sistem Informasi PLH PLT (e-PLH/PLT) oleh UPT PDIK BKD
untuk perbaikan mekanisme pengusulan PLH/PLT.

>
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ALUR PROSES PENUGASAN PLH DAN PLT

Kondisi Eksisting (Manual):

Berhalangan Daftar Nominasi PNS m\
labatan el
Kosong e SR --.--* yang dapat / Disampaikan ke
Berhalangan / ditugaskan \W BKD/ SBK
Tetap
Sesuai Pasal 6 ayat (2) & (3), terdiri Max 5 hari kerja

dari:
s i —— T = Sl 1. Kesesuaian kompetensi & Pejabat yang
I E:F::T\l:ominasi PNS yang dapat kani¥i Gl i
i ditugaskan meru aka: dfﬂaerNS an ZiSetar sk gt febih e Rl oppian) e g
g p: yang rendah < PDIK/SBK

| telah memenuhi persyaratan, termasuk
tidak ditugaskan melebihi 2 kali

3. Berkinerja baik 2 tahun terakhir
4. Maksimal 1 tahun sebelum BUP

Verval
BKD/SBK

Penyampaian

penugasan (paling lama 6 bulan) dan e b Tidak disetujui
| tidak melampaui maksimal 1 tahun . UEt'kaJT: :Zri:}r;tvgfw:;f:n 2 {dikembalikan ke PD/UKPD laporan kepada
belum BUP : iganti j
il RS, Y Khusus (ayat (3)) kG S
menugaskan
Pengembangan e-PLH/PLT:
SPP dengan TTE
. Draft e-SPP PLH ¥a dapat dicetak
Berhal .
haran - a atng_ﬂn — Daftar Nominasi PN5S / —\  anddi
Kosong FHLETELEL £ yang dapat Verval
Berhalangan / ditugaskan \ - BKD/SBK Penyampaian
Tetap Draft e-5PP PLT laporan kepada
Data yang muncul hanya yang b Pejabat yang
memenuhi persyaratan menusaskan
Tidak disetujui h

>
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PEMBERIAN TPP s

N Pelaksana tugas

l"'

* PLT memiliki tugas untuk melakukan
Penilaian Kinerja pada SI TPP/TKD (Validasi)

Pelaksana harian bagi Pegawai yang berada di bawah
koordinasinya.
» PLH _memiidEtugas JEEETHE SN e _ian + PLT pada Jabatan Manajerial diberikan TPP

Penilaian Kinerja pada S| TPP/TRD (Validasi)
bagi Pegawai yang berada di bawah
koordinasinya

sebesar 50% dari TPP )abatan yang
dirangkapnya (sesuai Pasal 49 Ayat (1) huruf
a Pergub No. 19 Tahun 2020 tentang

- PLH tidak diberikan TPP (Tambahan Tambahan Penghasilan Pegawai, terakhir
Penghasilan Pegawai) diubah dengan Pergub No. 69 Tahun 2022).

- Sedangkan bagi PLT pada )Jabatan non
Manajerial tidak diberikan TPP, dikarenakan
tidak ada dasar hukum yang mengatur.

>
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LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG

PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI
PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS

PEJABAT YANG BERWENANG MENUGASKAN PELAKSANA HARTAN DAN PELAKSANA TUGAS

A. PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA

No Jabatan Pejabat yang Menugaskan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas
1 Asisten Sekretaris Daerah Sekteraris Daerah
2 Inspektur Sekreraris Daerah
3 Kepala Badan/Dinas/Satpol PP Sekteraris Daerah
4 Walikota/Bupati Sekteraris Daerah
5 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sekteraris Daerah
&6 Sekretaris DPRD Sekteraris Daerah
7 Kepala Biro Sekteraris Daerah
8 Wakil Kepala Badan /Dinas Sekteraris Daerah
Q Wakil Kepala Satpol PP Sekteraris Daerah
10 | Wakil Walikota/Bupati Sekteraris Daerah
11 Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi Sekteraris Daerah
12 Direktur RSUD Kelas A dan Kelas B Sekteraris Daerah
13 Direktur RSKD Kelas A Sekteraris Daerah
14 | Wakil Direktur RSUD Kelas A Sekteraris Daerah
15 | Asisten Deputi Sekteraris Daerah

>
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No Jabatan Pejabat yang Menugaskan Pelaksana Harian Pejabat yang Menugaskan Pelaksana Tugas
1 Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Bagian/Kepala | Kepala Perangkat Daerah/Biro Kepala Perangkat Daerah/Biro
Suku Badan/Kepala Suku Dinas/Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja Kota/Kabupaten pada:
a. Badan:
b. Dinas;
c. Satpol PP
d. Sekretariat DPRD; atau
e, Biro.
2 a. Sekretaris Inspektorat Inspektur Inspektar
b. Inspektur Pembantu
<. Inspektur Pembantu Wilayah
3 Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas Kepala Badan/Dinas Kepala Badan/Dinas
4 Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas Tingkat | Kepala Badan/Dinas Kepala Badan/Dinas
Kota/Kabupaten
S Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas Tingkat | Kepala Badan/Dinas Kepala Badan/Dinas
Kecamatan Kota
6 a. Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten Walikora/Bupati Walikota /Bupati
b. Camat
7 a. Kepala Bagian Sekretariat Kota/Kabupaten Sekretaris Kota/Kabupaten Walikota /Bupati
b. Kepala Unit Kerja Teknis Kabupaten
8 Wakil Camat Camat Sekretaris Kota/Kabupaten
9 Sekretaris Kecamatan Camat Sekretaris Kota/Kabupaten
10 | Wakil Direktur RSUD Kelas B/ RSKD Kelas A Direktur RSUD Kelas B /RSKD Kelas A Kepala Dinas Kesehatan
11 Kepala Bagian/Bidang pada RSUD/RSKD Kelas A dan | Direktur RSUD/RSKD Kelas A dan Kelas B Kepala Dinas Kesehatan
Kelas B
12 | Direktur RSUD Kelas C Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan
13 | Kepala Bagian/Bidang pada RSUD Kelas C Direktur RSUD Kelas C Kepala Dinas Kesehatan
14 | Direktur RSUD Kelas D Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan

BerAKHLAK
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C. PEJABAT PENGAWAS

Jakarta

Sukwen inkartn untul indansilo!

No Jabatan Pejabat yang Menugaskan Pelaksana Harian Pejabat yang Menugaskan Pelaksana Tugas
1 Kepala Seksi/Subbagian/Subbidang pada: Pejabat Administrator yang membidangi | Kepala Perangkat Daerah
a. Inspektorat Provinsi; kepegawaian
b. Badan Provinsi;
¢. Dinas Provinsi:
d. Sekretariat DPRD;
e. Satpol PP Provinsi.
2 Kepala Subbagian pada Inspektorat Pembantu Wilayah | Inspektur Pembantu Wilayah Sekretaris Inspektorat
Kota/Kabupaten
3 Kepala Seksi/Subbagian/Subbidang pada Suku Badan,/ | Kepala Suku Badan/Dinas Sekretaris Badan/Dinas
Dinas Kota/Kabupaten
4 Kepala Seksi/Subbagian pada Satpol PP Kota/ | Kepala Satpol PP Kota/Kabupaten Sekretaris Satpol PP
Kabupaten
5 Kepala Subbagian pada Biro Kepala Biro Kepala Biro
6 Kepala Subbagian pada Sekretariat Kota/Kabupaten Kepala Bagian pada Sekretariat Kota/ | Sekretaris Kota/Kabupaten
Kabupaten sebagai atasan langsung
7 Kepala Seksi pada Unit Kerja Teknis Kabupaten Kepala Unit Kerja Teknis Kabupaten Sekretaris Kabupaten
8 Kepala Seksi/Subbagian pada Kecamatan Camat Camat
9 Lurah Camat Camat
10 | Sekretaris Kelurahan Lurah Lurah
11 | Kepala Seksi pada Kelurahan Lurah Lurah
12 | Kepala Satpol PP Kecamatan Kepala Satpol PP Kota/Kabupaten Kepala Satpol PP Kota/Kabupaten
13 Kepala Sektor Suku Dinas Kecamatan Kepala Suku Dinas Kepala Suku Dinas
14 | Kepala Seksi/Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis | Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas | Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas
Badan/Dinas masing-masing masing-masing
15 | Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tingkat | Kepala Dinas/Badan Kepala Dinas/Badan
Kecamatan Kabupaten
16 Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas tingkat Kelurahan | Kepala Dinas Kepala Dinas
17 Kepala Seksi/Subbagian pada RSUD/RSKD Direktur RSUD/RSKD Direktur RSUD /RSKD
18 Kepala Subbagian pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kepala Suku Dinas Kesehatan
19 | Kepala Subbagian pada SMA/SMK Kepala Suku Dinas Pendidikan Kepala Suku Dinas Pendidikan

BerAKHLAK
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D. PEJABAT NONMANAJERIAL

No Jabatan Pejabat yang Menugaskan Pelaksana Harian | Pejabat yang Menugaskan Pelaksana Tugas
1 Ketua Kelompok Kepala Perangkat Daerah/Biro Kepala Perangkat Daerah/Biro
2 Ketua Subkelompok Kepala Perangkat Daerah/Biro Kepala Perangkat Daerah/Biro
3 Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kepala Suku Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan
4 Kepala Sekolah Kepala Suku Dinas Pendidikan Kepala Dinas Pendidikan
5 | Kepala Sekolah Luar Biasa Kepala Dinas Pendidikan Kepala Dinas Pendidikan
6 | Jabatan nonmanajerial lain yang diberikan tugas tambahan | Kepala Perangkat Daerah /Biro Kepala Perangkat Daerah/Biro
untuk memimpin unit pelaksana teknis daerah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan

>
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IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG

FPENUGASAN FEGAWAI NEGEFI SIPIL SEBAGAI
FORMAT SURAT PERINTAH PELAKSANA HAFPIAN/PELAKSANA TUGAS

EOP NASKAH DINAS)

SURAT PERINTAH

HNOMOR -
TERTANG
PELAKSANA TUGAS/MARIAN®) ... b |
Sehubungan dengan ... *) berhalangan verap/fcementara®®) ... ===, dengan ini-
MEMERDINTAHIKAN:

Hapada
THamma
HIF [HEK
Panglear f Gal
Jabatarn
e
1. Melabsamairan rugas sebapal Peiaveans Tugss fMamamn*) . L F - T T ———— LT 11 Y]

Joabaranmys sebagsd ..o verhirong mulsi rampwal ... sasped dengaes cansgeal oL Jpejabar

defirivil diveraplran®=); dan
2. Maslaporkan ssluruh hasil ksgiatan Tusacnya cslaku Pelaksans Tugas fHasiasm®*) i =

e s it e B R et S T —l

Perintah ind dibuar unml dilakesanaican dengan sebailc-ballnya dan penuh tangpung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tangeal ...

e

Tembuzan Yeh:

1. Kepala Badan Kepegawaian Daesrah Provinci DEI Jakarta/ Kepala Suku
Badan Kepegawaian Daerah Keota Administrasi® ), dan

=. Pmiabat lain yang diangeap parha.

KT AT

i | ‘Tulbak marms dam 3 Fune bar T

e | Piliky calab, cabhg

— Tusirdaly slnenre, kol

SRR Tuinsisks eess jabsear dae Fajaber yueg e e e,
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TERIMA KASIH
THANK YOU
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